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KATA PENGANTAR 
 

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat 

dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul Digitalisasi Birokrasi 

dan Pelayanan Publik dapat diselesaikan dengan baik. Perkembangan 

zaman menuntut organisasi/instansi untuk menerapkan proses 

digitalisasi dan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat untuk 

meningkatkan kepuasan good governance. Masyarakat berhak untuk 

mendapatkan pelayanan yang baik melalui proses digitalisasi agar 

pemenuhan kebutuhan akan pelayanan itu diperoleh dengan efektif 

dan efisien oleh masyarakat sehingga berpengaruh pula pada tingkat 

kepuasan terhadap pemerintah. 

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman materi secara 

teoritis dan praktis mengenai konsepsi dasar digital governance, 

transformasi pelayanan, kepemimpinan, kelembagaan, akuntabilitas 

anggaran, teknologi informasi, peran Artificial Intelligence (AI), bisnis 

layanan publik hingga kewirausahaan dan digital sektor publik. 

Semoga buka ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat 

dalam proses pembelajaran dan pengembangan ilmu dan 

pengetahuan yang inovatif.  

 
Makassar, Juli 2026 

 

Tim Penyusun 
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A. PENDAHULUAN 

Transformasi digital telah menjadi salah satu perubahan paling 

penting dalam penyelenggaraan administrasi publik modern. 

Pemerintah di berbagai negara tidak lagi hanya dituntut untuk 

menyediakan layanan publik secara administratif, tetapi juga harus 

mampu menghadirkan layanan yang cepat, transparan, terintegrasi, 

responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Perubahan ini 

menandai pergeseran dari model birokrasi konvensional menuju tata 

kelola pemerintahan yang semakin berbasis teknologi, data, jaringan, 

dan partisipasi publik. 

Dalam konteks global, transformasi digital pemerintahan 

tercermin dari meningkatnya perhatian terhadap e-government, digital 

government, open government, data governance, dan GovTech. United 

Nations E-Government Survey 2024 menunjukkan bahwa rata-rata global 

E-Government Development Index mengalami peningkatan dari 0,6102 

pada 2022 menjadi 0,6382 pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan 

bahwa negara-negara di dunia terus memperkuat kapasitas digital 

pemerintahan melalui layanan daring, infrastruktur telekomuniksi, 
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A. PENDAHULUAN 

Transformasi pelayanan publik merupakan salah satu isu sentral 

dalam perkembangan administrasi publik modern. Dalam beberapa 

dekade terakhir, penyelenggaraan pelayanan publik tidak lagi hanya 

dipahami sebagai aktivitas administratif yang dilakukan melalui loket, 

dokumen fisik, antrean manual, dan prosedur birokratis yang kaku. 

Perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, meningkatnya 

tuntutan masyarakat, serta kebutuhan akan pemerintahan yang lebih 

responsif telah mendorong negara untuk mengubah model pelayanan 

publik menuju sistem yang lebih digital, terbuka, cepat, inklusif, dan 

berbasis kebutuhan masyarakat. 

Dalam konteks global, transformasi digital pemerintahan telah 

menjadi agenda penting bagi banyak negara. Laporan United Nations 

E-Government Survey 2024 menempatkan Indonesia pada peringkat 

64 dari 193 negara dalam pengembangan e-government, naik dari 

peringkat 77 pada tahun 2022. Capaian ini menunjukkan adanya 
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A. PENDAHULUAN 

Perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi telah mengubah 

cara pemerintah menyelenggarakan administrasi publik. Birokrasi 

yang sebelumnya berorientasi pada hierarki, prosedur, dan 

pengendalian administratif kini dituntut menjadi lebih adaptif, 

terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam 

konteks tersebut, administrasi publik tidak lagi sekadar menjalankan 

regulasi, tetapi juga dituntut mampu menciptakan tata kelola yang 

efektif di tengah kompleksitas persoalan pemerintahan. 

Kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan semakin 

meningkat karena setiap kebijakan melibatkan banyak lembaga, 

kepentingan, dan proses koordinasi. Struktur birokrasi yang panjang 

sering kali memperlambat pengambilan keputusan dan mengurangi 

efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, transformasi menuju 

pemerintahan digital tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi, 

tetapi juga penguatan kelembagaan, regulasi, kepemimpinan, 
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A. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara pemerintah 

menyelenggarakan administrasi, memberikan pelayanan publik, dan 

berinteraksi dengan masyarakat. Teknologi tidak lagi diposisikan 

sebagai alat pendukung birokrasi, tetapi telah menjadi bagian dari 

transformasi tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan sistem digital, 

integrasi data, layanan berbasis elektronik, hingga penggunaan 

teknologi cerdas menunjukkan bahwa administrasi publik bergerak 

menuju pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan berbasis 

data. 

Perkembangan tersebut mendorong pergeseran dari konsep 

electronic government menuju digital governance. Jika e-government 

berfokus pada digitalisasi layanan administrasi, digital governance 

menempatkan teknologi sebagai bagian dari transformasi organisasi, 

proses pengambilan keputusan, serta hubungan antara pemerintah 

dan masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya mengubah 
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A. PENDAHULUAN 

Keuangan publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang 

membahas bagaimana pemerintah memperoleh, mengalokasikan, dan 

mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan untuk mencapai 

tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan 

teknologi digital telah mendorong transformasi tata kelola keuangan 

publik menuju sistem yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan 

berbasis data. Transformasi ini secara signifikan mengurangi risiko 

penyalahgunaan anggaran serta mempercepat proses administrasi 

keuangan melalui pemanfaatan big data dan sistem pelaporan 

elektronik (Suryanto & Dai, 2025).  

Keuangan publik mencakup mekanisme pengelolaan sumber 

daya negara yang krusial untuk menjamin stabilitas ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat. Transformasi digital dalam sektor ini kini 

menjadi pendorong utama inovasi untuk mencapai tata kelola fiskal 

yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan. Digitalisasi keuangan 

publik bukan sekadar penggunaan aplikasi komputer, tetapi 

perubahan menyeluruh terhadap proses perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan keuangan negara. 
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A. PENDAHULUAN 

Transformasi digital dalam sektor publik telah membuka peluang 

signifikan untuk memperkuat transparansi melalui platform e-

budgeting dan akses data terbuka. Integrasi sistem elektronik ini tidak 

hanya mempercepat proses pelaporan, tetapi juga berfungsi sebagai 

mekanisme preventif terhadap praktik penyalahgunaan wewenang 

dan korupsi (Tahir et al., 2025). 

Berbagai kajian dan analisis terdahulu telah mengidentifikasi 

kemampuan solusi penerjemahan dokumen berbasis unggahan dalam 

mendukung standardisasi audit internasional dengan tetap 

mempertahankan ketepatan terminologi keuangan yang bersifat 

penting. Evaluasi ini menjadi sangat relevan mengingat keterbatasan 

infrastruktur teknologi dan kompetensi sumber daya manusia dalam 

mengelola sistem akuntansi digital yang sering kali menjadi hambatan 

utama dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah (Handarini et 

al., 2025).  
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A. KONSEP INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI 

DALAM GOVERNANSI DIGITAL 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah 

membawa perubahan besar dalam cara pemerintah menjalankan 

administrasi, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan. Jika 

sebelumnya proses birokrasi lebih banyak dilakukan secara manual 

dengan dokumen fisik, saat ini berbagai aktivitas pemerintahan mulai 

beralih ke sistem digital. Transformasi ini bertujuan mempercepat 

pelayanan, meningkatkan efisiensi kerja birokrasi, memperkuat 

transparansi, akuntabilitas, serta mendorong tata kelola pemerintahan 

yang lebih baik. Di Indonesia, transformasi tersebut diwujudkan 

melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), 

yang mendorong instansi pemerintah mengintegrasikan proses bisnis, 

layanan, dan pengelolaan data dengan memanfaatkan teknologi 

informasi. Namun, keberhasilan pemerintahan digital tidak hanya 

ditentukan oleh aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur 
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A. KONSEP BIG DATA DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

DALAM PEMERINTAHAN DIGITAL 

Perkembangan pemerintahan digital menempatkan data sebagai 

aset penting dalam penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik. 

Pada masa sebelumnya, data lebih sering dipandang sebagai arsip 

administratif. Namun, dalam era digital, data telah menjadi sumber 

daya strategis yang dapat digunakan untuk memahami kebutuhan 

masyarakat, merancang kebijakan, mengawasi program, dan 

mengevaluasi kinerja pemerintah. Setiap aktivitas pemerintahan, 

seperti pelayanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, 

transportasi, bantuan sosial, perpajakan, dan pengaduan masyarakat, 

menghasilkan data dalam jumlah besar dan beragam. Data tersebut 

dapat berbentuk angka, dokumen, transaksi digital, lokasi, gambar, 

suara, teks pengaduan, unggahan media sosial, maupun pola interaksi 

masyarakat dengan layanan digital pemerintah. Oleh karena itu, 

pemerintah tidak cukup hanya memiliki data, tetapi juga harus 
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A. PENDAHULUAN 

Transformasi digital telah mengubah paradigma 

penyelenggaraan layanan publik dari pendekatan yang berorientasi 

pada prosedur administratif menjadi pelayanan yang berorientasi 

pada penciptaan nilai bagi masyarakat (public value). Teknologi digital 

tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat pendukung administrasi, 

melainkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas 

layanan, mempercepat proses bisnis, memperluas akses pelayanan, 

serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. 

Perubahan tersebut mendorong organisasi sektor publik 

mengembangkan model bisnis yang mampu mengintegrasikan 

inovasi, kolaborasi, dan tata kelola digital dalam penyelenggaraan 

pelayanan (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Berbeda dengan sektor privat yang berorientasi pada keuntungan, 

model bisnis sektor publik diarahkan untuk menciptakan manfaat 

bagi masyarakat melalui pelayanan yang efektif, efisien, inklusif, dan 

berkelanjutan (Moore, 1995). Oleh karena itu, keberhasilan organisasi 
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A. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan 

mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

publik. Organisasi sektor publik dituntut tidak hanya memanfaatkan 

teknologi sebagai alat administrasi, tetapi juga mengembangkan 

inovasi yang mampu meningkatkan kualitas layanan, mempercepat 

proses kerja, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi 

masyarakat. Dalam konteks tersebut, inovasi menjadi elemen strategis 

yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang adaptif, responsif, 

dan berorientasi pada public value (OECD, 2023). 

Transformasi digital juga mengubah peran aparatur pemerintah. 

Aparatur tidak lagi hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi 

dituntut memiliki jiwa kewirausahaan (public entrepreneurship), yaitu 

kemampuan mengenali peluang, menciptakan solusi inovatif, serta 

mengelola perubahan dalam organisasi publik. Kemampuan tersebut 

penting untuk menjawab berbagai tantangan pelayanan yang semakin 
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